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ABSTRAK

Skripsi ini membahas constitutional complaint (pengaduan konstitusional)
sebagai upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara.
Perlindungan hak-hak dasar manusia yang selanjutnya disebut hak konstitusi
adalah salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum. UUD 1945
sebagai dasar konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan mengakui dan
melindungi hak-hak konstitusi warga negara, namun pada nyatanya banyak
perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang terindikasi melanggar hak
konstitusi karena produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, sementara semua
upaya hukum yang ada telah ditempuh oleh pihak pengadu tidak dapat diadili.
Oleh karena itu, muncul gagasan constitutional complaint. Constitutional
complaint adalah pengaduan konstitusional yang diajukan oleh pengadu karena
kelalaian pejabat publik yang diduga melanggar hak konstitusional pengadu.
Constitutional complaint pada umumnya baru dapat diajukan apabila segala upaya
hukum yang tersedia sudah dilalui atau tidak ada upaya hukum lagi. Asumsi dasar
yang dibangun dalam teori politik hukum adalah “hukum merupakan produk
politik” yang niscaya terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusi warga negara,
maka dibutuhkan seperangkat mekanisme hukum yang berfungsi sebagai
penyaring isi sekaligus instrumen dan mekanisme yang harus menjamin bahwa
politik hukum harus sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa dan negara.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Sifat dari
penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan metode pendekatan
normatif-yuridis. Sumber data yang digunakan yakni data sekunder kemudian
dianalisis dengan menginterpretasikan data-data yang terkumpul dengan metode
deduktif.

Penelitian ini menujukkan bahwa; pertama, apabila constitutional
complaint diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia semua produk hukum
yang dikeluarkan pemerintah bisa dilakukan upaya uji konstitusonalitas agar
produk hukum tersebut masih dalam ranah untuk memproteksi hak-hak
konstitusional. Sedangkan mekanisme yang tesedia saat ini dalam sistem hukum
di Indonesia hanya produk hukum dari legislatif berupa UU yang bisa dilakukan
uji konstitusionalitas terhadap UUD 1945 yaitu dengan mekanisme constitutional
review di Mahkamah Konstitusi. Kedua, constitutional complaint dalam politik
hukum adalah ius constituendum atau hukum yang akan atau harusnya
diberlakukan dimasa mendatang. Jika nantinya constitutional complaint
diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia maka, constitutional complaint
berperan sebagai salah satu alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah
hukum yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa, yakni
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Pembukaan UUD
1945. Ketiga, dari sudut pandang hukum Islam constitutional complaint
mempunyai tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia dalam
kedudukannya sebagai warga negara, yakni melindungi hak konstitusi dan
menegakkan keadilan yang merupakan kewajiban utama seorang pemimpin dalam
Islam.
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PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan
pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543
b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif _ Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan

o Ba¢ B -

< Ta’ T -

& Sa S S (dengan titik di atas)
z Jim J -

d Ha‘“ H H (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh -

2 Dal D -

3 Zal Z Z (dengan titik di atas)
J Ra R -

J Zai Z -

o Sin S -

o Syin Sy -
ol Sad S S (dengan titik di bawah)
ol Dad D D (dengan titik di bawah)
b Ta T T (dengan titik di bawah)
] Za Z Z (dengan titik di bawah)
I ‘Ain ¢ Koma terbalik di atas
& Ghain G -
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o Fa F -
é Qaf Q -
d Kaf K -
J Lam L -
a Mim M -
o Nun N -
) Wau W -
A Ha H -
Apostrof (tetapi tidak
s Hamzah ? dilambangkan apabila
ter-letak di awal kata)
¢ Ya' Y -

2. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang

transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
L Fathah a A
) Kasrah i I
’ Dammah u U
Contoh:
<€ - kataba < - yazhabu
Jie- - suila 83 - zukira

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin Nama

¢ Fathah dan ya ai adani
9 Fathah dan wawu au adanu
Contoh

<< - kaifa

Js> - haula

c. Vokal Panjang (Maddah)
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda  Nama Huruf Latin Nama
¢ Fathah dan alif a a dengan garis di atas
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Fathah dan ya a a dengan garis di atas
S Kasrah dan ya 1 i dengan garis di atas
; IIIIII ’ Dammah dan wawu a u dengan garis di atas
Contoh:

Jé - gala J# - qila

AU - rama Jdsd - yaqulu

3. Ta’ Marbiitah
Transliterasi untuk ta’ marbttah ada dua:

a. Ta’ Marbiitah hidup adalah “t”

b. Ta’ Marbiitah mati adalah “h”

c. jika Ta’ Marbitah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al”
serta bacaannya terpisah, maka Ta’ Marbitah itu ditransliterasikan
dengan” h”

Contoh: &l &ay, - Raudah al-Jannah
dalk - Talhah



4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddah itu.

Contoh: &, - rabbana

a - nu’imma

5. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu “d"”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti
oleh gamariyyah.
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun gamariyah
ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan al. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan
tanda sambung (-)
Contoh: A&l - al-galamu JSadl - al-jalalu

a2dl) - al-ni‘amu

6. Huruf Kapital
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan
sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri
tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan
kalimat.

Contoh : Jsm ¥ Laadlas - wa ma Muhammadun illa rasul



MOTTO

Impian itu tidak akan tercapai jika kita tidak
memulainya dengan sebuah tindakan

*kkkikkkk

Namun, usaha saja tidak cukup,
dibutuhkan kesabaran, keikhlasan dan,
bertawakkallah kepada Allah...

“You can, if you think you can”
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum,’
sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya
disingkat UUD 1945) sebagai dasar konstitusi Indonesia. Hukum bertujuan untuk
menjamin kepastian hukum pada masyarakat dan hukum itu harus pula
bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat sebagai
tujuan dari hukum.?

Jimly Assiddigie berpendapat, bahwa salah satu unsur yang mutlak harus
ada dalam negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (basic
rights).> UUD 1945 secara tegas telah memuat hak-hak dasar warga negara yang
selanjutnya disebut hak konstitusi. Hak-hak konstitusi tersebut jika dilanggar atau
bahkan diabaikan oleh produk hukum yang dikeluarkan oleh aparatur negara,
adakah mekanisme hukum yang tersedia untuk menjamin hak-hak konstitusi,
karena hak-hak konstitusi tersebut tidak cukup hanya sebatas pengakuan tertulis
dalam dokumen, tetapi harus ada perlindungan yang nyata yang benar-benar

mampu menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

! Ayat (3) Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga.

2 C.S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet.ke-7, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1986), him. 40-41.

% Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, cetke-2 (Jakarta: Rajawali
Pres, 2010), him. 343.



Fakta menunjukkan banyak perkara yang diajukan ke Mahkamah
Konstitusi Indonesia yang terindikasi melanggar hak konstitusi, sementara semua
upaya hukum yang ada telah ditempuh oleh pihak pengadu tidak dapat diterima
(niet onvankelijk verklaard) atau ditarik kembali oleh pengadu sebelum proses
peradilan dilakukan, oleh karena tidak tersedianya kewenangan mengadili perkara
tersebut di Mahkamah Konstitusi, bahkan di semua lembaga peradilan di
Indonesia.* Misalnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait persoalan
Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh tiga kementerian yang merupakan tindak lanjut
dari UU No.1/PNPS/1965 dan UU No. 16 Tahun 2004 yang menjadi pro dan
kontra di tengah masyarakat. Dari kalangan masyarakat yang kontra menyatakan,
bahwa SKB tersebut melanggar hak konstitusi yang diberikan pasal 29 UUD 45
tentang kebebasan beragama. Begitu pula pihak yang pro, berargumen bahwa

umat Islam harus dilindungi oleh negara dari kelompok-kelompok yang

* Berdasarkan data yang ada di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi hingga akhir
Desember 2010, terdapat 30 permohonan yang secara subtansial merupakan constitutional
complaint sehingga permohonan tersebut ditarik kembali atau diputus dengan putusan “tidak daoat
diterima”. Beberapa diantaranya yang dapat perhatian luas: Perkara Nomor 016/PUU-1/2003
(Permohonan pembatalan Putusan Peninjauan Kembalu Mahkamah Agung), Perkara Nomor
061/PUU-11/2004 (Permohonan pembatalan dua putusan peninjauan Kembalu Mahkamah Agung
yang saling bertentangan), Perkara Nomor 004/PUU-111/2005 (dugaan adanya unsure penyuapan
dalam putusan Mahkamah Agung), Perkara Nomor 013/PUU-11/2005 (penyimpangan penerpan
norma undang-undang), Perkara Nomor 018/PUU-II11/2005 (penafsiran yang keliru dalam
penerapan undang-undang), Perkara Nomor 025/PUU-I11/2006 (dua Putusan Mahkamah Agung
yang saling bertentangan), Perkara Nomor 007/PUU-1V/2006 (ketidak pastian perkara penangann
perkara di peradilan umum dan dugaan adanya unsur penyuapan), Perkara Nomor 030/PUU-
V/2006 (kewenangan mengeluarkan izin penyiaran), Perkara Nomor 20/PUU-V/2007 (Pembuatan
kontrka ketjasama pertambangan yang tidak melibatkan persetujuan DPRD), Perkara Nomor
026/PUU-V/2007 (sengketa tentang pemenang pemilihan kepala daerah), Perkara Nomor
1/SKLN-V1/2008 (laporan temuan pelanggaran pemiliha kepala daerah yang tidak
ditindaklanjuti). Dikutib dari, Ringkasan disertasi I Dewa Gede Palguna, ‘“Pengaduan
Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara
(Studi Keweangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Perspektif Perbandingan)”, disertasi
tidak diterbitkan, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.



menistakan agama Islam. Perkara tersebut ketika itu akan dibawa ke Mahkamah
Konstitusi.”

Mahfud MD berpendapat, bahwa SKB tiga Menteri tentang pelarangan
Jemaat Ahmadiyah tidak dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah
Agung ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), seperti yang ditulis dalam
bukunya Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu®:

“Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan menilai SKB Ahmadiyah.
Berdasarkan ketentuan pasal 24 C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi hanya
berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya
diberikan oleh UUD, memutuskan sengketa hasil pemilihan umum, dan
memutuskan pembubaran partai politik; sedangkan kewajiban Mahkamah
Konstitusi adalah memutus pendapat atau dakwaan (impeachment) DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hukum
ataupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden seperti yang dimaksud dalam UUD 1945. Jadi tidak ada kewenangan
Mahkamah Konstitusi untuk menguji sebuah SKB. Dibawa ke MA juga tidak
tepat, karena SKB bukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur
dalam UU 10 Tahun 2004 dan jika diperkarakan ke PTUN juga kurang tepat
karena SKB tersebut dapat dinilai sebagai peraturan bukan penetapan karena ada
muatannya yang bersifat umum.”

Mahfud MD menyatakan, bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan
melalui prosedur constitutional complaint (pengaduan konstitusional), namun saat
ini kewenangan tersebut di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi bahkan di luar

lembaga yudikatif lainnya. Mahfud MD pun mengusulkan kewenangan ini untuk

®> Moh.Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, cet.ke-2, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2010), him. 286-287.

® Ibid., him. 288.



diberikan kepada Mahkamah Konstitusi karena adanya masalah pelanggaran hak
konstitusi.”

Constitusional complaint yang menjadi materi dari penelitian ini sudah
diterapkan di negara-negara hukum di dunia untuk melindungi hak konstitusi
warga negara mereka, seperti di Jerman, Spanyol ataupun di Amerika Serikat. Di
Jerman, selama periode 1951-2005 tercatat 157.233 permohonan constitutional
complaint. Dari jumlah itu, yang benar-benar memenuhi kualifikasi ada 151.424,
namun hanya 3.699 permohonan atau 2,5% yang berhasil.® Sementara itu,
kenyataan menunjukkan kewenangan constitutional complaint di Indonesia belum
dimiliki oleh lembaga yudikatif manapun. Dengan banyaknya perkara
constitutional complaint yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka
seharusnyalah constitutional complaint dipertimbangkan secara mendalam untuk
diberikan kepada lembaga konstitusi di Indonesia sebagai salah satu upaya dalam
menjamin hak konstitusi warga negara.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis tertarik untuk menelaah
dan menganalisis permasalahan ini dari sudut pandang politik hukum dengan
berpedoman pada pembukaan UUD 1945 serta nilai-nilai hukum Islam.
Diharapkan penelitian ini mampu menjawab problematika tersebut, karena hal ini
penting demi menjaga hak-hak konstitusi warga negara dan memantapkan

supremasi konstitusi di Indonesia.

" 1bid., him. 289.

®http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=2781
diakses pada tanggal 28 Februari 2012.


http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=2781

B. Rumusan Masalah
Dari pemaparan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok
masalah yang memerlukan penelitian dan pengkajian khusus yaitu;
1. Bagaimana sinkronisasi constitutional complaint dalam sistem hukum di
Indonesia?
2. Bagaimana pandangan politik hukum terhadap constitutional complaint dalam
konteks negara hukum Indonesia?

3. Bagaimana Islam memandang constitutional complaint?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan perumusan masalah yang disebutkan di atas, tujuan
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah;

a. Mengsinkronisasi mekanisme constitutional complaint dalam sistem hukum
yang ada di Indonesia, dengan menganalisis mekanisme hukum yang
tersedia di Indonesia dalam menjamin hak konstitusi.

b. Menjelaskan konstruksi politik hukum terkait constitutional complaint
dalam menjawab permasalahan keadilan hukum dan menjaga hak konstitusi
warga negara Indonesia.

c. Menjelaskan pandangan Islam terhadap constitutional complaint.



2. Kegunaan Penelitian
Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan
memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kostibusi ilmiah mengenai
pentingnya progresifitas hukum di Indonesia.

b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengayaan
teori ketatanegraan di Indonesia, terutama terkait kewenangan constitutional
complaint yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hak
konstitusi masyarakat dari para penguasa.

c. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan dari
prespektif Hukum Islam untuk diberikannya kewenangan constitutional

complaint di lembaga konstitusi Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia merupakan
kajian yang cukup menarik. Melihat perkembangannya bergerak begitu cepat,
baik dari sudut studi ilmiah maupun dari sudut praktik ketatanegaraannya, adalah
gelombang reformasi 1998 yang pada mulanya membuka tumbuh suburnya
konstitusionalisme di tengah-tengah kehidupan masyarakat seperti yang terjadi
sekarang ini. Dalam penelaahan sejumlah literatur, ditemukan beberapa penelitian
maupun tulisan mengenai constitutional complaint itu sendiri maupun kajian yang

masih berkaitan dengan penelitian ini.



Skripsi yang berjudul “Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dan
Prinsip Maslahah dalam Hukum Islam”, dalam skripsi tersebut Titiana Janati
menelaah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni judicial review
yakni pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar yang
dikomparasikan dengan maslahah mursalah. Dalam kesimpulannya menyebutkan,
bahwa judicial review dalam suatu negara dijadikan sebagi alat kontrol terhadap
produk perundang-undangan yang melanggar hak-hak konstitusi masyarakat.
Lebih lanjut judicial review dalam Islam diperbolehkan, karena termasuk al-
Maslakah al-< Ammah (algemeen blaang) yaitu apa yang menjadi kepentingan
dan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan ini diperbolehkan,
dengan catatan tidak melanggar nilai-nilai islam.’

Pan Mohammad Faiz, S.H. lebih spesifik menjelaskan constitusional
complaint. Dalam Jurnal hukum yang berjudul Menabur Benih Constitusional
Complaint, penulis berpendapat, bahwa constitusional complaint sangat
dimungkinkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yang
sangat disayangkan saat ini kewenangan tersebut belum bisa diberikan kepada
Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang dapat menampung dan menyalurkan
keluh kesah (personal grievance) atau pengaduan konstitusional sebagai upaya
hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap
individu warga negara. Dalam tulisannya menyatakan konstitusi harus

diutamakan, dan maksud atau kehendak rakyat harus lebih utama dari pada wakil-

° Titia Janati,”Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dan Prinsip Maslahah dalam
Hukum Islam”. Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga, 2006.



wakilnya sehingga dapat menjadikan konstitusi yang selalu hidup (living
constitution).°

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abdul Latif yang ditulis dalam
buku Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum
Demokrasi. Dalam tulisannya tersebut, penulis menyoroti fungsi Mahkamah
Konstitusi yang belum mampu mewujudkan negara hukum yang demokratis yang
salah satu kendalanya adalah sistem pembatasan subtansi undang-undang yang
boleh diuji oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu tidak berwenangnya menilai efektif
tidaknya sebuah undang-undang dan juga tidak berwenangnya menilai maksud
dan tujuan pembentukan UU, karena hal itu menjadi kopetensi pembentuk UU.
Sehingga penulis mengusulkan Pengaduan konstitusional (constitutional
complaint) sebagai alternatif salah satu pemecahan masalah belum tercapainya
fungsi Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan negara hukum demokrasi.™

Mahfud MD dalam Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu yang
menuliskan beberapa persoalan konstitusi yang makin menjamur di negara ini.
Constitutional complaint dan constitutional question adalah dua diantara banyak
isu yang berkembang dalam tatanan konstitusi saat ini. Banyaknya perkara

constitutional complaint tetapi tidak adanya lembaga yang mempunyai

19 pan Mohammad Faiz, “Menabur Benih Constitusional Complaint”. Jurnal Hukum
edisi Senin 17 September 2006. http://jurnalhukum.com/constitutional-complaint-dan-hak-
asasi.html// diakses pada tanggal 28 Februari 2012.

1 Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum
Demokrasi, cet.ke-2. (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009).



kewenangan tersebut menjadikan masalah ini menjadi pelik, dan membutuhkan
penyelesaian segera.?

Jurnal Konstitusi, volume 7, nomor 3, Juni 2010, ada salah satu tulisan dari
Vino Devanta Anjas Krisdanar dengan judul Menggagas Constitutional
Complaint dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat mengenai
Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia. Penulis mengeksplorasi
wacana constitutional complaint terkait masalah Ahmadiyah. Dalam tulisannya
penulis menyatakan, bahwa constitutional complaint sangat berfungsi dalam
menjaga hak konstitusi masyarakat yang salah satu hak konstitusi tersebut adalah
hak kebebasan beragama.®?

Dari penelaahan yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan sebuah
karya yang secara khusus mengkaji tentang constitutional complaint sebagai
upaya penegakan keadilan dan melindungi hak konstitusi warga negara Indonesia
dari perspektif politik hukum dengan garis hukum pembukaan UUD 1945 dan
dikomparasikan dengan nilai-nilai Islam. Dalam membahas constitutional
complaint sebagai bentuk progresifitas hukum Indonesia, maka hukum Islam
perlu dijadikan objek penelaahan, sehingga agenda reformasi dan supremasi
hukum nasional juga mencakup pengertian pembaruan terhadap hukum Islam itu

sendiri. Tetapi di pihak lain, sistem hukum Islam itu sendiri dapat pula berperan

12 Moh.Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, cet.ke-2, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2010).

B Vino Devanta Anjas Krisdanar, “Menggagas Constitutional Complaint dalam
Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di
Indonesia”, Jurnal Konstitusi, volume 7, nomor 3, Juni 2010, him.185-205.
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penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi hukum nasional sebagai
keseluruhan.*
Kerangka Teoritik

Sebelum penulis menguraikan kerangka teori yang akan digunakan sebagai
landasan dalam menelaah pokok permasalahan, maka perlu untuk menguraikan
kerangka konsepsional agar diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama
tentang makna dan definisi konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.
1. Tentang Constitutional Complaint

Terdapat berbagai definisi dari para ahli hukum terhadap konsep
constitutional complaint. Namun untuk dijadikan sekedar pegangan, terlebih
dahulu peneliti menggunakan pengertian constitutional complaint dari Mahfud
MD.

Constitutional complaint adalah pengajuan perkara ke Mahkamah
Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrument
hukum atasnya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur
penyelesaian hukum (peradilan). Perkara yang bisa dilakukan constitutional
complaint yaitu kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang yang langsung melanggar isi konstitusi, tetapi tidak
secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di
bawah UUD, dan putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusi padahal
sudah mempunyai kekuatah hukum yang tetap dan tidak dapat dilawan lagi

dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, misalnya adanya

¥ Baca, Jimly Asshiddigie,“Hukum Islam dan  Reformasi  Hukum

Nasional.http://jimly.com/makalah/namafile/107/HukumlslamdanReformasiHukumNasional.pdf .
Diakses pada tanggal 17 Maret 2012.


http://jimly.com/makalah/namafile/107/HukumIslamdanReformasiHukumNasional.pdf
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putusan kasasi atau herziening (peninjauan kembali) dari Mahkamah Agung
yang ternyata merugikan hak konstitusional seseorang.*
2. Tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusi Warga Negara
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*®

Artinya, yang
dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap
pribadi manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia (the human rights)
berbeda dari pengertian hak warga negara (the citizen’s rights). Namun, karena
hak asasi manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga
telah resmi juga menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau
constitutional rights.*’

Tetap harus dipahami, bahwa tidak semua constitutional rights identik
dengan human rights. Terdapat hak konstitusional warga negara (the citizen'’s
constitutional rights) yang bukan atau tidak termasuk ke dalam pengertian hak

asasi manusia (human rights), misalnya hak setiap warga negara untuk

menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah the citizen’s constitutional

5 Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu,hlm.287.

'® Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No.
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

17 Jimly Asshiddigie,“Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya”,
Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan
“Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan
Bersama”.Jakarta,27Nopember2007.http://jimly.com/makalah/namafile/107/hakkonstitusionalpere
mpuandantantanganpenegakannya.pdf diakses pada tanggal 25 februari 2012.



http://jimly.com/makalah/namafile/107/hakkonstitusionalperempuandantantanganpenegakannya.pdf
http://jimly.com/makalah/namafile/107/hakkonstitusionalperempuandantantanganpenegakannya.pdf
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rights, tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara. Oleh
karena itu, tidak semua the citizen’s rights adalah the human rights, akan tetapi
dapat dikatakan bahwa semua the human rights adalah sekaligus juga
merupakan the citizen’s rights.*®

Pengertian-pengertian mengenai hak warga negara juga harus
dibedakan pula antara hak konstitusional dan hak legal. Hak konstitutional
(constitutional rights) adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD
1945, sedangkan hak-hak hukum (legal rights) timbul berdasarkan jaminan
undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (subordinate
legislations). Setelah ketentuan tentang hak asasi manusia diadopsikan secara
lengkap dalam UUD 1945, pengertian tentang hak asasi manusia dan hak asasi
warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian constitutional rights yang
dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, setiap warga negara Indonesia memiliki
juga hak-hak hukum yang lebih rinci dan operasional yang diatur dengan
undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah.
Hak-hak yang lahir dari peraturan di luar UUD 1945 disebut hak-hak hukum
(legal rights), bukan hak konstitusional (constitutional rights).*

Setelah di atas difahami tentang kerangka konsepsional penelitian,

selanjutnya akan diuraikan teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis

dalam penelitian ini. Pemikiran atau kerangka konseptual yang dibangun dan yang

dijadikan pisau analisis dalam mengupas problematika penilitian ini, peneliti

menggunakan teori Politik Hukum:

18 bid.

9 1bid.
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Teuku Mohammad Radhie, mendefinisikan politik hukum sebagai suatu
pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di
wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.?’ Dari
kacamata sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum
sebagi aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu
tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. ?* Imam Syaukani dan A.
Ahsin Thohari memberikan pengertian politik hukum adalah kebijakan dasar
penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku
yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan
negara yang dicita-citakan. %>

Mahfud MD merumuskan satu pengertian yang lebih sederhana dan
terperinci tentang politik hukum. Politik hukum adalah legal policy atau arah
hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang
bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.
Dalam arti yang seperti ini politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan
sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks
Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945,

khususnya Pancasila, yang melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum.? Dengan

2 Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka
Pembangunan Nasional,” dalam Majalah Prisma No.6 Tahun Il Desember 1973, him.3.
Sebagaimana dikutib, Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2004), him. 27.

2! Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, cet.ke-3, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1991), him.
352-353.
22 Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, him. 32.

% Moh.Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, cet.ke-2,
(Jakarta; Rajawali Pers, 2011), him.5.
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demikian, politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan, yakni sebagai
arahan pembuatan hukum atau legal policy lembaga-lembaga negara dalam
pembuatan hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi
apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir
legal policy tersebut untuk mencapai tujuan negara.**

Politik hukum Islam oleh Abdul Khalaf Wahab dalam bukunya al-Siyasah
al-Syar’iyyah diberi pengertian yaitu mengatur urusan umum dalam pemerintahan
Islam dengan merealisasi asas kemaslahatan dan menolak bahaya (maslahah
mursalah) selama tidak menyimpang batas-batas hukum dan dasar-dasarnya
secara integral. Yang dimaksud dengan urusan umum dalam pemerintahan Islam
adalah segala sesuatu tuntutan zaman, kehidupan sosial dan sistem, baik yang
berupa undang-undang, keuangan, hukum, peradilan, dan lembaga eksekutif,
maupun juga urusan undang-undang dalam negeri atau hubungan luar negeri.”

Berdasarkan pemaparan di atas baik politik hukum maupun politik hukum
Islam, pada dasarnya mempunyai prinsip yang sama yakni, kebijakan atau hukum
yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan memberikan
kemaslahatan. Hanya saja yang berbeda diantara keduanya adalah kaidah yang
digunakan. Politik hukum (nasional) dasarnya dengan pembukaan UUD 1945
yang di dalamnya terdapat Pancasila sebagai tujuan dan cita Negara Republik
Indonesia, sedangkan politik hukum Islam berpijak pada al-Qur’an dan Sunnah

sebagai landasan hukum tertinggi dalam Islam.

2 1pid.,him.16.

% Abdul Khalaf Wahab, Politik Hukum Islam, alih bahasa Zainudin Adnan, cet. ke-1
(Jogjakarta: PT Tiara Wacana, 1994), him. 7.
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Indonesia sebagai negara hukum maka segala kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah wajib menggunakan hukum tertulis dalam melakukan sebuah tindakan
atau bisa disebut dengan norma. Norma sebagai sebuah kebijakan harus sesuai
dengan kaidah atau garis hukum yang berlaku di Indonesia. Namun norma hukum
tidak bisa dilepaskan dari unsur politis di belakangnya, maka tidaklah mustahil
jika produk hukum melanggar garis hukum yang sudah ditetapkan, yang dalam
hal ini hak-hak konstitusi warga negaralah yang dilanggar. Disinilah peran politik
hukum dibutuhkan untuk mengkritisi norma-norma hukum agar kembali kepada
tujuan dan cita negara.

Mawardi menyebutkan, terjaminnya hak-hak rakyat (warga negara) dalam
sebuah negara merupakan salah satu fungsi negara yang harus diwujudkan oleh
pemimpin negara.®® Tugas Imam juga berkenaan dengan menegakkan
menegakkkan keadilan. Keadilan adalah tujuan dari segala tujuan dalam
pemerintahan Islam.?’

Islam memandang kekuasaan adalah amanah dan setiap amanah wajib
disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, maka kekuasaan wajib
disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Penyampaian amanah
dalam konteks kekuasaan mengandung suatu implikasi bahwa ada larangan bagi
pemegang amanah itu untuk melakukan suatu abuse atau penyalahgunaan

kekuasaan yang ia pegang. Kekuasaan harus selalu didasarkan keadilan, karena

%® Imam Al-Mawardi, Al-ahkam As- Sultaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara
dalam Syari’at Islam, him.26.

> Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,
him.112.
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prinsip keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat berdekatan dengan

takwa.?®

Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research),
yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan
yang dikaji sebagai sumber datanya,? sehingga dalam menghimpun data yang
dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya
dengan masalah pokok penelitian yaitu tentang constitutional complaint yang
ditinjau dari sudut pandang politik hukum dengan berpedoman pada prinsip
terjaminnya hak konstitusi dan tegaknya keadilan hukum.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian dengan
memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan,
kemudian dikaji dan selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka teori yang

sudah dibangun.

2 1pid., him. 106.

2 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2006), him. 129.
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3. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-
yuridis. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-
norma yang berlaku. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada
berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku.*
4. Sumber Data
Penelitian ini data yang digunakan yakni data sekunder, yaitu data yang
berupa dokumen peraturan perundang-undangan, literature-literatur hukum,
dan publikasi lain terkait dengan pembahasan ini. Dalam kaitannya dengan
tema penelitian ini, data berupa peraturan perundang-undangan, literature-
literatur hukum, karya-karya berupa kitab tafsir, artikel, makalah, surat kabar,
jurnal, undang-undang dan lain sebagainya.
5. Analisis data
Dalam menganalisis data yang telah terkumpul digunakan metode
deduktif. Metode deduktif adalah metode pendekatan dari kebenaran umum
mengenai suatu fenomena atau teori dan menggenaralisasikan kebenaran
tersebut pada suatu pristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan

fenomena yang bersangkutan.

G. Sistematika Pembahasan
Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama,

pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

%0 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet.ke-6. (Jakarta: Kencana 2010), him, 93-
137.
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dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua, membahas konsep negara hukum,  konstitusi,
konstitusionalisme, hak konstitusi dan keadilan hukum. Dalam bab ini dijelaskan
hak-hak konstitusi dalam Islam dan UUD 1945 yang dikomparasikan dengan
prinsip keadilan hukum Islam.

Bab ketiga, berisi teori politik hukum dan deskripsi constitutional
complaint. Dalam bab ini dijabarkan secara umum mengenai pengertian
constitutional complaint dari para pakar hukum dan perkembangannya di
Indonesia. Dalam bab ini juga mengulas sekilas penerapan constitutional
complaint dibeberapa negara hukum dan disertakan contoh-contoh perkara yang
menyangkut hah-hak dasar warga negara di Indonesia.

Bab keempat, pertama akan dijelaskan sinkronisasi constitutional
complaint dalam tatanan hukum Indonesia yang telah ada, kemudian menganalisis
constitutional complaint dari kacamata politik hukum. Selain itu, juga ditelaah
dari sudut pandang hukum Islam serta kaitannya dengan prinsip keadilan hukum
dan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak
warga negara.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-
saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang ditulis secara
lebih ringkas, sedangkan saran, merupakan rekomendasi dari penyusun terkait

hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pemaparan dan analisis tentang constitutional complaint (pengaduan
konstitusi) dalam prespektif politik hukum menyoal keadilan hukum dan
perlindungan hak konstitusi di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Apabila constitutional complaint diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia
Setiap produk hukum baik yang dikeluarkan oleh eksekutif, legislatif maupun
yudikatif bisa dilakukan upaya uji konstitusonalitas agar produk hukum
tersebut masih dalam ranah untuk memproteksi hak-hak konstitusional
masyarakat. Sedangkan mekanisme yang tesedia saat ini dalam sistem hukum
di Indonesia hanya produk hukum dari legislatif berupa undang-undang yang
bisa dilakukan uji konstitusionalitas terhadap UUD 1945 vyaitu dengan
mekanisme constitutional review di Mahkamah Konstitusi.

2. Berangkat dari asumsi hukum merupakan produk politik yang niscaya terjadi
pelanggaran terhadap hak konstitusi warga negara, maka dibutuhkan
seperangkat mekanisme hukum yang berfungsi sebagai penyaring isi sekaligus
instrumen dan mekanisme yang harus menjamin bahwa politik hukum harus
sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa dan negara. Sedangkan mekanisme
yang tersedia saat ini untuk melindungi hak-hak konstitusi warga negara dari
kebijakan pemerintah dalam bentuk norma hukum hanya terbatas pada

pengujian UU terhadap UUD 1945 (constitutional review) di Mahkamah
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Konstitusi. Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa jaminan hak konstitusi di
Indonesia (yang tertuang dalam UUD 1945) belum sepenuhnya dilindungi
melalui suatu mekanisme upaya hukum yang dapat diajukan oleh warga negara
yang merasa hak konstitusinya dilanggar. Pemerintah seharusnya menyediakan
mekanisme constitutional complaint sebagai jalur upaya hukum yang dapat
ditempuh oleh warga negara Indonesia untuk mempertahankan hak-hak
konstitusinya dari semua produk hukum baik yang dikeluarkan oleh eksekutif,
legislatif maupun yudikatif. Maka dalam politik hukum constitutional
complaint merupakan ius constituendum atau hukum yang akan atau harusnya
diberlakukan dimasa mendatang. Jika nantinya constitutional complaint
diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia maka, politik hukum
constitutional complaint berperan sebagai salah satu alat untuk menilai dan
mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai dengan cita-cita
bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.

. Dari sudut pandang hukum Islam constitutional complaint adalah upaya
pelindung hak konstitusi warga negara dari kedikatoran penguasa yang zalim
terhadap rakyatnya. Di mana hak konstitusional warga negaranya masih saja
ada yang dilanggar yang tidak terakomodir perlindungannya oleh instrumen
peraturan perundang-undangan buatan pemerintah, sedangkan perlindungan
hak asasi manusia dalam Islam adalah salah satu kewajiban Imam. Oleh sebab
itulah, dalam pandangan Islam sangat mendukung upaya constitutional
complaint agar dapat diwujudkan dalam sistem hukum di Indonesia agar hak-

hak warga negara dapat terlindungi yang tidak hanya sebatas segi kepastian
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hukumnya melainkan segi keadilannya juga. Maka jelas, bahwa constitutional
complaint bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia dalam
kedudukannya sebagai warga negara, yakni melindungi hak konstitusi dan

menegakkan keadilan yang merupakan kewajiban utama seorang pemimpin dalam

Islam.

B. Saran
Berkenaan dengan pembahasan dalam skripsi ini, ada beberapa saran yang
perlu penulis sampaikan, yaitu:
1. Bagi Pemerintah
Untuk menciptakan reformasi hukum di Indonesia dibutuhkan hukum yang
progresif, hukum yang pro-rakyat, hukum yang pro-keadilan, karena hukum
adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum adalah suatu institusi yang
bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan
membuat manusia bahagia. Maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi harus
progresif dalam menafsirkan UUD 1945, sehingga tercipta “konstitusi yang
hidup” (living constitutional) ditengah masyarakat yang tidak hanya indah
dalam normatif. Sehingga cita negara hukum yang demokratis, sebagai bentuk
yang dipilih dalam sistem ketatanegaran Indonesia pasca reformasi 1998 dapat
terwujudkan. Bercermin pada negara Jerman dan Korea Selatan serta melihat
banyaknya perkara yang termasuk constitutional complaint sementra tidak ada
mekanisme hukum yang bisa menberikan keadilan, maka sepatutnyalah

constitutional complaint untuk segera diterapkan. Hukum Islam pun
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menyuruh kepada para pemimpin untuk merealisasi suatu hukum yang

mengandung kemaslahatan bagi rakyatnya.

Bagi Institusi Pendidikan (Akademisi/Perguruan Tinggi)

Berdasarkan pengakuan beberapa tokoh hukum nasional yang menyebutkan
bahwa realitanya memang ada kasus-kasus di Indonesia yang seharusnya bisa
diselesaikan melalui constitutional complaint, seperti kasus SKB tiga menteri
terkait pelarangan Jemaat Ahmadiyah dan kasus lainnya. Di mana, perkara
tersebut tidak bisa diakomodir oleh institusi peradian yang ada di Indonesia
disebabkan oleh terbatasnya peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya. Oleh sebab itulah, diharapkan kepada para akademisi untuk
melakukan kajian-kajian yang mendalam terhadap wacana constitutional
complaint ini. Apakah constitutional complaint bisa dilakukan di samping

model pengaduan konstitusi lainnya semacam judical review.

Bagi Warga Negara Indonesia

Dalam mengawal reformasi hukum di Indonesia warga negara harus ikut
berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan
perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar
mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Serta warga negara harus sadar
hukum dan berfikir kritis terhadap segala kebijakan pemerintah, sehingga hak-
hak konstitusi warga negara tidak semena-mena dilanggar oleh aparatur

pemerintah karena kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat.
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Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus
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